BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENCAIRAN
DANA KLAIM ASURANSI BAGI PESERTA ASURANSI BPJS DI
TOKO KACAMATA RIAN OPTIKAL KLUNGKUNG BALI

A. Analisis Praktik Pencairan Dana Klaim Asuransi Bagi Peserta Asuransi
BPJS di Toko Kacamata Rian Optikal
Perjanjian Merupakan suatu peristiwa yang terjadi kerika para pihak
saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Menurut Subekti,
perjanjian adalah peristiwa ketika seseorang atau lebih berjanji
melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”®
Istilah perjanjian sering juga diistilahkan dengan istilah kontrak.
Kontrak atau Contracts (dalam bahasa Inggris) dan Overeenkomst (dalam
bahasa belanda) dalam pengertian yang lebih luas sering dinamakan juga
dengan istilah perjanjian. Kontrak dengan perjanjian merupakan istilah yang
sama karena intinya adalah adanya peristiwa para pihak yang bersepakat
mengenai hal-hal yang diperjanjikan dan berkewajiban untuk menaati dan
melaksanakannya sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan
hukum yang disebut perikatan (Verbintenis). Dengan demikian, kontrak

atau perjanjian dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang

3% Subekti, Hukum Perjanjian Cet. X111, (Jakarta: Intermasa, 1991), 1.
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membuat kontrak tersebut dan karena itulah kontrak yang dibuat dipandang
sebagai sumber hukum yang formal.”

Program BPJS Kesehatan yang di selenggarakan oleh pihak Toko
Kacamata Rian Optikal merupakan program yang diharapkan mampu
menjadi alternatif bagi masyarakat yang berprofesi sebagai PNS, POLRI,
TNI, dan tertanggung, yang memerlukan alat bantu penglihatan dan
meringankan sedikit beban untuk masalah nilai beli kacamata yang
cenderung mahal.

1. Pencairan Dana Klaim Asuransi Peserta BPJS di Toko Kacamata Rian
Optikal
Program pelayanan peserta BPJS Kesehatan yang telah diterapkan
oleh toko kacamata Rian Optikal adalah program untuk meringankan
biaya pembelian satu set kacamata komplit, yang dimaksud kacamata
komplit adalah gagang kacamata sekaligus lensa mata yang sudah
terpasang rapi pada gagang kacamata. Mereka yang mendapat
tanggungan klaim asuransi tidak semata-mata langsung mendapatkan
klaim begitu saja, ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi untuk
mendapat pertanggungan klaim asuransi.
Pihak Toko Kacamata Rian Optikal selaku penyelenggara program
BJPS Kesehatan, mengaku setidaknya dalam sehari ada sekitar 5-7
customer yang menginginkan menjadi peserta BPJS Kesehatan,

namun karena syarat yang di tentukan belum terpenuhi maka pihak

>° Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 119.
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Rian Optikal tidak langsung mengeluarkan dan memproses klaim
asuransi tersebut. Saat mengklaim asuransi, customer yang sudah
mengajukan persyaratan secara langsung saat pembelian kacamata
langsung mendapat potongan harga sesuai prosedur pangkat gol.
jabatan di Dinas terkait.

Dalam mengurus syarat-syarat rujukan, pihak pasien atau
customer akan di berikan arahan oleh pihak dokter mata yang telah
memeriksa pasien tersebut, pasien akan diarahkan menuju puskesmas
tempat domisili pasien, untuk mengambil rujukan menuju Rumah Sakit
Umum Daerah Seramarapura-Klungkung, setelelah sampai di Rumah
Sakit pasien akan kembali diperiksa oleh dokter mata yang bertugas di
Rumah Sakit tersebut, setelah di setujui oleh dokter bahwa pasien
tersebut di perkenankan mendapat klaim asuransi, maka resep yang
telah diberikan Dokter kepada pasien tersebut di serahkan menuju
BPJS Kesehatan untuk di tanda tangani oleh pihak BPJS Kesehatan
dan mendapat nominal klaim asuransi sesuai pangkat gol. jabatan
pasien, berkas yang berisi rujukan, resep ukuran mata dari dokter
Rumah Sakit, dan persetujuan nominal klaim asuransi langsung
diserahkan ke pihak Rian Optikal untuk mendapat klaim asuransi
kesehatan.

Pasien Penerima Bantuan Asuransi BPJS Kesehatan
Dalam hal ini Toko Kacamata Rian Optikal adalah pihak yang

paling berperan dalam terlaksananya program BPJS Kesehatan, oleh
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karena itu pengeloloaanya harus baik dan profesional. Sejak
dicetuskannya program bantuan asuransi BPJS Kesehatan ini sudah
banyak mengalami perubahan, terutama dari segi calon peserta
penerima bantuan asuransi BPJS Kesehatan tersebut.

Pada tahun 2002 atau tepatnya saat pihak Rian Optikal mulai
melakukan kerja sama terhadap pihak Askes/BPJS Kesehatan,
penerima pertanggungan asuransi hanya masyarakat yang berprofesi
sebagai PNS, POLRI, dan TNI, namun perima pertanggungan asuransi
berubah tahun 2004. Yang berhak menerima pertanggungan asuransi
adalah orang yang masih ada hubungan kluarga dengan peserta
asuransi, yaitu istri, anak, kakek, nenek, paman, dan bibi. Selama 6
tahun peraturan tersebut terlaksana, namun pada tahun 2010, terjadi
perubahan kembali terhadap penerima pertanggungan Askes/BPJS
Kesehatan, yang membedakan peraturan penerima pertanggungan
asuransi Askes/BPJS Kesehatan adalah pensiunan PNS, POLRI, dan
TNI berhak menerima pertanggungan dan resmi untuk menjadi peserta
asuransi Askes/BPJS Kesehatan.

Pada tahun 2014 kembali muncul peraturan baru untuk peserta
yang berhak menerima bantuan asuransi jaminan kesehatan BPJS
Kesehatan, perserta BPJS Kesehatan adalah:

a. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI): fakir miskin
dan orang tidak mampu, dengan penetapan peserta sesuai

ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
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b. Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (non PBI),

terdiri dari:

1))

2)

3)

Pekerja Yang Menerima Upah dan Anggota Kluarganya:

a) Pegawai Negeri Sipil (PNS);

b) Anggota TNI;

c) Angogota POLRI;

d) Pejabat Negara

e) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;

f) Pegawai Swasta; dan

g) Pekerja yang tidak termasuk dalam nomor 1 s/d 6 yang
menerima upah. Termasuk WNA yang bekerja di Indonesia
paling singkat 6 (enam) bulan.

Pekerja Bukan Penerima Upah dan Anggota Kluarganya:

a) Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan

b) Pekerja hyang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima
upah. Termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling
singkat 6 (enam) bulan.

Bukan Pekerja dan Anggota Kluarganya:

a) Investor;

b) Pemberi Kerja;

c) Penerima Pensiunan, terdiri dari:

(1) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun;
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(2) Anggota TNI dan Anggota POLRI yang berhenti
dengan hak pensiun;
(3) Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun;
(4) Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima
pensiun yang mendapat hak pensiun;
(5) Penerima pensiun lain; dan
(6) Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima
pensiun lain yang mendapat hak pensiun.
d) Veteran;
e) Perintis Kemerdekaan;
f) Janda, duda, atau yatim piatu dari Veteran atau Perintis
Kemerdekaan; dan
g) Bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a s/d e yang
mampu membayar iuran.*’

Pada tahun 2014, pemerintah lebih memperhatikan jaminan
kesehatannya pada beberapa elemen masyarakat, tidak hanya pejabat
negara maupun Pegawai Negeri, akan tetapi lebih kepada kalangan
masyarakat yang kurang mampu. Sehingga semakin banyak
masyarakat yang berhak menerika bantuan Jaminan Kesehatan dari
BPJS Kesehatan.

3. Kelebihan Program Asuransi BPJS Kesehatan

a. Proses Pengajuan Dilakukan Secara Selektif

5 http:// www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/m/?module=profile&id=11. Diakses 18 Mei 2015.
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Sistem dan prosedur pengajuan peserta asuransi BPJS
Kesehatan dilakukan dengan sangat baik. BPJS Kesehatan
memang mengutamakan masyrakat yang tergolong tidak mampu
untuk jaminan kesehatan khususnya dalam kesehatan mata dengan
pembelian alat bantu penglihatan, yaitu kacatama. Dalam proses
pengajuannya, masyarat yang kurang mampu untuk bisa menjadi
peserta tetap pertanggungan Asuransi BPJS Kesehatan harus
menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan
setempat. Namun jika calon peserta adalah PNS atau beberapa
calon peserta yang sudah di sebutkan di atas hanya perlu
menyerahkan Nomor Induk Pegawai (NIP) kepada BPJS
Kesehatan.

Setelah terdaftar sebagai calon perserta, selanjutnya para
calon peserta tersebut hanya tinggal mengurus rujukan untuk
memperoleh predikat sebagai perserta Asuransi BPJS Kesehatan.
Oleh karena itu, proserdur dan sistem pengajuan calon peserta
BPJS Kesehatan tergolong mudah.

Asuransi BPJS Kesehatan Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat

Di zaman sekrang ini, harga jual terhadap barang mapun jasa
sudah sangat tinggi, pertumbuhan ekonomi pada masyakarat tidak
seimbang dengan melambungnya harga pasar. Berbagai macam
produk yang ditawarkan berbagai macam bentuk dan wujudnya,

sehingga tidak heran jika masyarakat berhasrat dan tertarik
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terhadap barang tersebut. seperti contohnya kacamata yang
memang memiliki peran sentral sebagai alat bantu penglihatan,
banyak faktor yang menjadikan kacamata sebagai salah satu
kebutuhan pokok dalam aktifitas keseharian masyarakat.
Kebutuhan tersebut menjadikan kacamata sebagai barang yang
diburu masyrakat, karena hal itu pula menjadikan kacamata
memiliki nilai jal yang melambung. Melambungnya harga satu
unit kacamata komplit menjadikan masyarakat yang memiliki
ekonomi kurang mampu merasa kurang sanggup untuk
membelinya, sehingga aktifitas mereka terhambat dengan kondisi
mata yang tidak jelas lagi dalam melihat.

Dari masalah yang sering muncul di kalangan masyarakat
tersebut, menjadi latar belakang BPJS Kesehatan untuk ikut andil
dalam membantu proses penyelsaian masalah penglihatan. BPJS
Kesehatan mulai membuka program untuk meringankan beban
pembelian kacamata bagi masyarakat kurang mampu dan Pegawai
Negeri. Dari progam sosial yang sudah berjalan ini, berbagai pihak
swasta diikut sertakan untuk membantu BPJS Kesehatan
menjalankan program kesehatan tersebut, dalam bidang alat bantu
penglihatan BPJS Kesehatan menggandeng Toko kacamata Rian
Optikal. Dengan kerja sama tersebut calon peserta pertanggungan
asuransi menjadi lebih efektif dan sangat terbantu untuk

pembelian satu unit kacamata.



64

4. Kekurangan Program Asuransi BPJS Kesehatan

a.

Keterbasan Daerah Klaim Asuransi BPJS Kesehatan

Program Klaim Asuransi yang di canangkan pihak BPJS
Kesehatan sekaligus Toko kacamata Rian Optikal telah berjalan
sekitar 13 tahun lamanya, namun pihak BPJS Kesehatan masih
mempercayai program tersebut hanya kepada pihak Rian Otikal
selaku operator dan pihak penjual kacamata terbesar di Bali
Timur. Jadi, calon peserta yang berjarak cukup jauh dari Kota
Klungkung merasa kesulitan untuk menuju toko kacamata Rian
Optikal. Di Kota Klungkung juga tidak hanya terdapat satu Toko
kacamata, namun ada beberapa toko kacamata yang beroperasi
hanya saja tidak melayani klaim asuransi peserta BPJS kesehatan.
Oleh karena itu, para calon peserta BPJS Kesehatan hanya bisa
mengklaim asuransi pertanggungan di toko kacamata Rian
Optikal.
Hak Calon Peserta Asuransi BPSJ Kesehatan

Asuransi BPJS Kesehatan memang di targetkan untuk
masyarakat kalangan menengah kebawah, hal itu dilakukan
semata-mata untuk membantu masyaratak teserbut untuk
meringankan beban pembelian kacamata yang memiliki nilai beli
yang lumayan cukupp tinggi. Namun praktik di lapangan bahwa
mereka yang ingin menjadi calon peserta BPJS Kesehatan

belakangan di ketahui tidak dari kalangan menengah kebawah,
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melainkan kalangan menengah keatas juga mengajukan diri
sebagai calon peserta BPJS Kesehatan. Pihak Rian Optikal selaku
operator program tersebut menjelaskan bahwa jika mengetahui
calon peserta adalah dari kalangan mengah keatas maka pengajuan
mereka akan ditolak dan rujukan mereka akan dikembalikan
kepada BPJS Keschatan.®'

Terlepas dari masalah tersebut, pihak Rian Optikal juga
sedikit menahan dan cenderung untuk tidak memberikan secara
langsung klaim yang diajukan oleh calon peserta, mereka beralasan
bahwa dana klaim pengajuan pertangungan belum diserahkan
pihak BPJS Kesehatan kepada pihak Rian Optikal. Masalah
tersebut menimbulkan polemik di kalangan masyarakat yang ingin
mengambil klaim asuransi sesuai kesepakatan yang tertera di
rujukan peserta tersebut.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pencairan Dana Klaim Asuransi
Bagi Peserta Asuransi BPJS Di Toko Kacamata Rian Optikal

Istilah ‘ahAdu dalam al-Qur’an mengacu kepada pernyataan seseorang

untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak

ada sangkut-pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang

tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak

berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang

dijelaskan dalam surat Ali Imran: 76 yang berbunyi:

%! Isa Ahmad, Wawancara, Semarapura-Klungkung, 21 Mei 2015.
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Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang
dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang
yang bertakwa.(QS. Ali Imran: 76).%

Maksud dari ayat diatas adalah bahwa setiap manusia yang memiliki
janji dengan sesama manusia lainnya maupun dengan Allah (nazar) maka
dengan segera untuk mengerjakan janji tersebut dan menepatinya, karena
menurut Islam janji adalah hutang yang harus dilunasi.

Perkataan ‘agdu mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu
bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui
janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan
janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari orang yang
mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan
( ‘arqa’ur).63

Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah
yang belum jelas rinciannya yang terdapat dalam al-Qur’an dan Hadits, maka
cara penyelesaiannya bisa dilakukan dengan metode [jtihad. Ijtihad atau
dalam bahasa sederhananya metode penggunaan akal yang biasa dilakukan
oleh Ulama dan pemikir-pemikir Islam dengan tetap berpedoman pada al-

Qur’an dan Hadits. Dalam perkembangannya, /jtihad para ulama terdahulu

62 Departemen Agama, A/-Qur’an dan Terjemahan..., 59.
% Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 45.
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menjadi landasan sekaligus sumber penguat hukum Islam di bawah al-Qur’an
dan Hadits.

Permasalahan yang terjadi dalam ruang lingkup perjanjian atau (“agdu),
semakin bertambah dengan berbagai macam bentuk persoalan, bahkan pada
masa sekarang permasalahan terhadap perjanjian sering muncul dan sampai
melatar belakangi terjadinya konflik antar kelompok.

Sosial ekonomi, kesehatan, dan pendidikan adalah beberapa bidang
utama yang sedang dikembangkan oleh bangsa Indonesia, dari beberapa
bidang tersebut sudah jelas jika ada unsur-unsur perjanjian yang sedang
dilakukan atau pun yang sudah berjalan, bidang kesehatan yang sedang
menjadi pembahasan pokok dalam skripsi ini sebagai contohnya. Jika
perjanjian tersebut dikembangkan dan berjalan sesuai kesepakatan yang telah
dicanangkan di awal maka tidak akan timbul berbagai masalah serius, namun
karna perjanjian tersebut tidak berjalan sesuai kesepakatan, maka masalah
tersebut bisa saja di proses secara mendalam. Disamping itu, perjanjian
merupakan sarana untuk mengikat seseorang dengan sesuatu yang telah
disepakati dan harus ditepati secara langsung tanpa adanya penundaan.

Ketika pembahasan perjanjian kemudian muncul dan menjadi
perbincangan hangat untuk dunia pendidikan dengan mengkajinya secara
rinci, maka potensi perjanjian untuk menjadi pilihan utama penghubung
seseorang dengan seseorang lainnya sangat besar, jika dalam dunia
pendidikan menjadi bahan untuk kajian keilmuan, lain halnya jika membahas

perjanjian dalam bidang kesehatan. Sebagai contoh perjanjian klaim asuransi
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yang secara kebetulan menjadi program yang dijalankan oleh BPIJS
Kesehatan dan toko kacamata Rian Optikal.

Melihat dari fenomena yang terjadi di masyarakat bahwa menjadi
peserta asuransi BPJS Kesehatan sangat menguntungkan, meringankan dan
tidak membebani ekonomi masyarakat dalam bidang kesehatan, tidak hanya
dalam urusan membeli alat bantu penglihatan, namun juga masyarakat
terbantu dalam berobat, operasi, dan sebegainya. Klaim asuransi yang sudah
berjalan cukup lama tersebut memang tidak banyak mengalami kendala,
hanya saja pihak swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan mulai
tidak menjalankan kewajibannya sesuai perjanjian di awal. Beberapa
masyarakat kurang mampu sebagai pihak yang paling berhak menerima dana
klaim asuransi tersebut merasa dirugikan, karena jika dana kelaim mereka
segera cair saat itu juga kebutuhan lain dapat terpenuhi dengan adanya dana
kelaim asurani dari BPJS Kesehatan, program asuransi kesehatan ini juga
bertujuan untuk memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat, apabila mereka
memiliki kesehatan yang baik maka mereka akan mudah melakukan segala
aktifitas keseharian seperti mecari nafkah untuk menghidupi keluarganya.

Dalam Islam ada beberapa syarat perjanjian atau akad yang harus di
penuhi, antara lain:

1. Harus Ridho dan Ada Pilihan
Akad yang di adakan oleh para pihak haruslah di dasarkan kepada
kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing masing-masing pihak

ridho atau rela akan isi akad tersebut, atau dengan perkataan lain harus
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merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti
tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak lain.

2. Harus Jelas dan Harus Gamblang

Sesuatu yang diperjanjikan oleh pihak yang harus terang tentang

apa yang menjadi isi perjanjian atau akad, sehingga tidak
mengakibatkan terjadinya kesalah-pahaman di antara para pihak
tentang apa yang telah perjanjikan di kemudian hari.

Allah berfirman dalam surah al-Anfaal ayat 27, yang berbunyi:

J

(D 0aL 50 el 1525 0,000 142 N i il e

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah
dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-
amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS. al-
Anfaal:27).%*

Ayat di atas menjalaskan jika seseorang mempunyai amanah yang
seharusnya dijalankan maka segera dipenuhi, dan jangan sampai menghianati
apa yang sudah menjadi kewajiban yang telah di sepakati, namun dengan
sengaja menghianati amanat yang sudah jelas diketahui. Ayat di atas
menggambarkan sekaligus menjadi acuan yang terjadi pada toko kacamata

Rian Optikal yang dengan sengaja menunda pembayaran dana klaim asuransi

oleh peserta untuk pembelian satu unit kaca mata.

54 Departemen Agama, A/-Qur’an dan Terjemahan..., 180.
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Selain surat al-Anfaal, dalam al-Qur'an juga terdapat ayat yang
menjelaskan tentang amanah harus dijalankan, yaitu surah al-Bagarah: 283

yang bebunyi:

P
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Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian
kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada
Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan
persaksian. dan  Barangsiapa yang menyembunyikannya, @ Maka
Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha
mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah: 283).%

Dalam ayat di atas dapat disimpulkan bahwa, jika ada dua orang yang
mempercayai salah satunya untuk kehendak tertentu, maka jangan sesekali
untuk tidak amanah dan melanggar kepercayaan yang telah di berikan, dan
jika seseorang yang lain menyaksikan secara langsung perjanjian tersebut,
maka jadilah saksi yang amah pula.

Dalam sebuah hadist dikatakan:

Jie V5 S 8 BV G 01538 Sl b B il oades A o
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5 Departemen Agama, A/-Qur’an dan Terjemahan..., 49.
% Abu Hasan Al-Sindi, Shahih al-Bukhari..., 616.
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Artinya: “Barangsiapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia
mendapat laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak terima darinya
taubat dan tebusan”. (HR. Bukhori:1870).

Dari hadits di atas dapat di simpulkan bahwa jika terdapat manusia yang
telah melakukan perjanjian terhadap manusia lainnya, hendaklah dengan
segera menepatinya, apabila manusia yang telah berjanji tersebut tidak
menepatinya dengan segera maka Allah, malaikat, dan seluruh manusia akan
melaknat manusia, namun jika manusia tidak menepati janjinya terhadap
manusia lainnya maka hidup yang tidak tenang akan menyertai manusia
tersebut sampai kapanpun, dan Allah tidak menerima taubat serta tebusan
berupa apapun dengan apa yang diperbuat manusia tersebut.

Selain itu, pada kehidupan bermasyarakat Indonesia sangat terbiasa
dengan saling membantu atau gotong royong antar sesama, namun salin
membantu tersebut sudah tidak asing lagi, karena saling membantu
merupakan suatu asas yang sudah sering digunakan dalam Islam yaitu asas
tolong-menolong, dan berangkat dari masalah yang terjadi di toko kacamata
Rian Optikal, seharusnya sebagai pihak yang menjalankan program yang
bertujuan untuk membantu masyarakat meringankan biaya pembelian
kacamata tersebut dengan perjanjian yang telah disepakati pihak BPJS
Kesehatan, maka pihak Rian Optikal bertanggung jawab dengan seharusnya
tidak melakukan kecurangan dalam peng-klaiman asuransi peserta BPJS
Kesehatan, karna hal itu dapat merugikan peserta dari segi sosial, ekonomi

dan kepercayaan.



